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bahwa untuk melaksanaxﬂcan ketentuan Pasal 79 Unda.ng-Undané
Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa, Pemerintah Desa. wajlb
menyusun perencanaan pcmbangunan desa sesuai dengan
kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan
péfnbanguna.n Kabupaten; '

bahwa dengar diterbitkannya Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21.
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan |
Pemberdayaan Masyara.kat Desa, Desa perlu menyusun rencana
pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi
I{cpa.la Desa; ’
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

‘ |
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan |

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dcngan!

mengubah Undang- Unda.ng Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam ngkunga.n
Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik lndonesla ,
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik |

A}

Indoncsna Nomor 2851);:. -+

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); : !
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96
» ‘ .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Déerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor
4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Unda.ng - Undang Nomor' 19 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua' atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonckla Nomor 5679);

Pcraturan Pemerintah quor 43 Tahun 2014 tentang Peraturam

Jie
Pcla.ksanaa.n Undang- Unda.ng Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desal ‘

{Lcmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)

scbaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Némor

47 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerin&ah'
Nomor 43 Tahun 2014 Lentang Peraturan Pelaksanaan UndF_ng-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Pcrubahan

Lemba:an Negara Republlk Indonesia Nomor 5717) yang terakhir '

kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020

'lcmang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
.Tahun 2014 tentang Pcrafuran Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dcsa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara ;

[Lcmba:an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lSBS&)ci
sebagaimana telah diubah dpngan Peraturan Pemerintah Nomor/2 |
Ta.hun 2015 lentang Pcruba.ha.n Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Da,na Dcsa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Nega.ra (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 20]5 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
chubhlc Indonesia Nomor 5694), o
Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Republik Indonesia Nomor lil
‘tahun 2014 tentang pedoma.n teknis peraturan di Desa {Bcnta.|

Nr:gara Republik Indoriesia ’I‘ahun 2014 Nomor 2091); '

Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Republik Indonesia Nomor 114
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Républik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2016 tcntang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); '
Peraturan Menteri Da'am Negeri Republik Indonesia Nomor 47
tahun 2016 tentang Admimstram Pemerintahan Desa (Berita '
Negara chublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);




23. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar
chcnéngan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor
3); _

24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kerja Sama
Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 09); ;

25. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pember.iukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa
Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Desa Ciracas Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Rulaun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran
Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 11J;

27. Peraturan Desa Ciracas Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sumber
Pendapatan dan Pungutan' Desa Tahun 2021 {Lembaran Desa
Ciracas Tahun 2020 Nomor 12);

28. Peraturan Bersama Kepala Desa Kiarapedes Nomor 1 Tahun 2020
-(Berita Desa Kiarapedes Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desz
Parakan Garokgek Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Parakan
‘Garokgek Tahun 2020 Nomor 1, Kepala Desa Pusakamulyz
Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Pusakamulya Tahun 2020
‘Nomor 1), Kepala Desa Cibeber Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa
Cibeber Tahun 2020 Nomorl), Kepala Desa Taringgul Landeuh
Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Taringgulandeuh Tahun 2020
Nomor 1), Kepala Desa Gardu Nomor 1 Tahun 2020 (Beritz Desa
Gardu Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Ciracas Nomor 1
Tahun 2020 (Berita Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 1), Kepalz
Desa Sumbersari Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Sumbersar
Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desz Mekarjaya Nomor 1 Tzhun
2020 (Berita Desa Mekarjaya Tahun 2020 Nomor 1) dan Kepala
‘Desa Margaluyu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Margaluyu .
Tahun 2020 Nomor 1) tznlang pembentukan Badan Uszha Milik
Dcsa Bersama Dulur Rahayu

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan

RPJM Desa pada tanggal 29 Desember 2021 yang bertempat di BB.L:.I.

DebaCIracachcamatanKJarapedmsKabupalmNrwakana.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS
. ~ KEPALA DESA CIRACAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 3 PERATURAH DESA TBII‘TANG RENCANA PEMBANGUNAN JA.HGKA
MENEGAH DEEA TAHUN 2021-2027.
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memuat visi dan misl Kepala Desa, rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pcluksn'naun pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan
pembangunan Desa. . v |
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut q!engij
RKPDesa merupakan pcnjnbumn dari RPJM Desa untuk jang

'kemasyarakatan, dan pcﬁlb_crdayann masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan
situasl yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia,

. sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengal]

mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungaﬂ_

~ terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagj

" lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan '
-sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan

22,
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masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian

lokal,

Anéga.ran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebullf
dengan  APBDesa adalah rencana  keuangan tahun&j
Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama ole:
Pemerintah Desa an Badan Permusyawaratan Desa, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anpgaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daeran
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiay |
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunar;
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, ‘
Alokasi Dana Desa yaﬂg selanjutnya disebut dengan ADD gﬁal:a:l

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalami |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
setelah dikurangi DaJmAlokasl Khusus, :

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai kamkler deaE} '
yang meliputi data dasar lceluarga potensi sumber daya alam|

sumberdaya manusia, lu:lembaga.a.n prasarana dan samna

sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap‘
di desa.

L}
f

+ Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa tjepan

yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa
pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyelktil Desa,

Misi Kepala Desa adalah p¢myataan tentang sesuatu yang haru;

.dilaksanakan oleh chajq Dcaa agar Visl dapat terlaksa.na dar

-berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran darll Vis
; _schingga Visi dapat terwujud sccara elektil dan efisien, |

‘waktw, 1 tahun yang' memuat rencana penyclcng‘g@lr&ar} \
f.Pg.:mcrintahanDcsa,' ‘pelaksanaan  pembangunan, pcmbinaan
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masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur muosyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halvang bersilat
strategis,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang w!dr\itilm'a
disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah
tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pemangku  kepentingan  desa dan  kelurahan  (pihak
bcrkepcmmgan untukmengatasi permasalahan dan pihal yang
akan !crkena dampak hasil rausyawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kega
Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjuinya
disebut dengan Mus.enbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
adalah forum musyawarah stakeholders Ningkat Kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dan Desa seria
menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kenja Perangka-
Daerah Kabupaten.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepata.n pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,
Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat:
data objektif kcmlayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan
potcns.i aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaxaz.
tujuan Pcmhan Junan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan butayza
yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penvusunan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan
informasi terkait lainnya yang menggambarkan konchisi objekiy
Desa dan masyarakat Desa.

. Sistem. Informas: Desa adalah sistem pengolahan © data

kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi  serta ‘dilakukan  secara - terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras,
jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi
informasi yang be:"guha' ‘dalam peningkatan efektivitas 'dan

efisiensi pelayanan pubhk serta dasar perumusan kehuakan.
strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memual

‘kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai

dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 enam) tahun yang




L™

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : "
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"'bersama BPD. i
. 'Keuangan Desa adaiah ‘semua hak dan kewajiban desa yan#
* dapat dinilai dengan uang _é_crta segala sesuatu berupa ua.:'{g d

: asﬁ desa, dibeli atau di

“kemandirian  dan kesejahteraan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(o
4 '

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

~ masyarakat setempat bcrgiasa.rkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalarn
sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan ufu's?.h '

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 'dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu pera.ngkaltidésq

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Kepala Cesa adalah Kepala Desa Ciracas.

Beiclan: Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut 'BPD
-.adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupalkan wakil dari penduduk desa b(:rdapéllrka.l;
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. '
Peraturan Desa adalah pératuran perundang-undangan yahg_

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

. kewajiban desa,

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan

perdlch atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah,

sebesar-besarnya kesejahteraan|
masyarakat Desa. |
Kawasan Perd.saan adalah kawasan yang mempunyaj kegiatan

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam’

dengan susunan fungsi kawasan sebagal tempat pcrmukiman;
pcrdesaan, pelayanan jésa’fpemerintahan,
kegiatan ekonomi,

Pemberdayaan Masyﬂrgkat Desa adalah u

pelayanan sosial, dan'

Paya mengembangkan

masyarakat deng;
meningkatkan pengetahuan,  sikap,

keterampilan, pcrlla}cu,i
ke_mampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melaluj

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai  dengan esensi masalah dan prioritas  kebutuhan

ditétapkan oleh Kepula Desa setelah dibahas dan disepakat] .

‘ Pembanglinan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidupi ;
dan  kehidupan  untuk



|

] |
2021-2027 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa untuk SeEcie
diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Desa Ciracas serta di informasikan

Kepuda masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

taithion Berita Acara ind dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat

hetun BAMUSDES Ciracas

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Y . o

EDI SUI{.MANA

i

Mengetahui :

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Sekretaris BAMUSDES Ciracas

No .' Nama Jabatan | Tanda Tangan
1. | UJANG TARYANA Wakil Ketua BAMUSDES 1 ™ i
2. ¥ IDAR DARMO Anggota BAMUSDES @; i , %k |
5. | SITLSUKMANA Aqggoia BAMUSDES 3 o
4. | THANIA RACHMANIE | Sekretaris Desa [w

5. | ASEP SUTARNOQ Kasi Pemerintahan S
6. | YENI HEN.DRAYANI Kasi Kesra N Wb

7. | HARIL MAL;LANA :Im;ur Perencanaan . (4 :

8. | NOVITA NIURYANI Kaur Keuangan ‘%&m |

9. | DELIS suym 'J{e;.)ala Dusun I 9

10. | JAJANG §UTARMAN 'l{cl::paln Dusun II ﬂfﬁ_‘




